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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST CRIMINAL ACTION 

ON GIVING FALSE INFORMATION OR FALSE TESTIMONY 

UNDER OAT IN TRIAL 

(CASE STUDY) 

 

By 

Bagus Pasaku Dewo 

Law enforcement as an effort to achieve or create order, security, and peace in 

society both as an effort to prevent or eradicate or even take action after violations 

of the law, in other words, preventive and repressive. In general the definition of a 

witness has been stated in the Criminal Procedure Code (KUHAP) which has been 

accommodated to Law No. 8 of 1981 in Article 1 number 26 of the Criminal 

Procedure Code which states that a witness is a person who can provide 

information for the purposes of investigation, prosecution, and the trial of a 

criminal case which he heard himself, he saw for himself and he experienced 

himself. Based on the information given by the witness then the judge can find out 

whether the witness testimony is true or even the witness gave false testimony. If 

the witness gives false testimony, he may be subject to punishment according to 

article 242 of the Criminal Code (KUHP) regarding false testimony. 

As in the case of Aminuddin Bin Muhajir in case number 127 / Pid.B / 2016 / PN 

Met. The panel of judges examining the case convicted the defendant with 

imprisonment for 3 (three) months. Based on the explanation above, the 

formulation of the problem can be made, whether the factors behind a person give 

false testimony at the trial, how is the law enforcement process against the 

perpetrators of criminal acts giving false testimony in the criminal law 

enforcement system at the court level, the problem approach in this research uses 

empirical normative legal research methods. Empirical normative research 

methods regarding the implementation of normative legal provisions (laws) in 

their actions on any particular legal event that occurs in society. Resource persons 

needed in this study to law enforcers who are directly involved in law 

enforcement. There are 2 (two) persons, including Judges at the Metro District 

Court Class 1B and public prosecutors at the Metro District Attorney's Office. 

Factors underlying someone giving false testimony The results of interviews with 

respondents namely judges at the Metro District Court Class 1B in his interview 

Ms. Latriani stated that the factors underlying the defendants so that they commit 

crimes, as has been alleged by the Public Prosecutor, is a forced power factor, a 

factor causing a person giving false information usually a witness gets pressure or 

threat from another party who wants him to make a testimony who seems to 

understand and know about the case that is being faced by another party and 
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usually something like this is done to benefit the other party, and the proximity 

factor/relationship (cohesiveness), group cohesiveness is the strength of ties in a 

social group where each member is interdependent and work together in a 

compact manner so that it will form a "conformity" that will increase the group's 

capacity to maintain the membership of its members in achieving their goals. the 

related factor, in this case, the defendant was a neighbor of the witness Salimin 

and also had the same profession as a motorcycle taxi driver which resulted in a 

close cohesiveness between the two. While the results of interviews with 

respondents namely the Public Prosecutor at the Metro District Attorney in his 

interview Mrs. Dina Safitri stated that the factors underlying the defendant so that 

they committed a crime as charged by the Public Prosecutor is the forced power 

factor which has been mentioned in the Sole Indictment indicted by Public 

Prosecutor 

The data obtained by the author when conducting research in the Metro District 

Court Metro 1B class in case number 127 / Pid.B / 2016 / PN.Met the defendant is 

subject to imprisonment for 3 (three) months, The process of law enforcement 

against criminal perpetrators giving false testimony in the criminal law 

enforcement system at the Court level Based on the provisions contained in 

Article 174 of the Criminal Procedure Code, procedures for handling fake oaths 

before the court The process of law enforcement against the testimony of criminal 

acts giving false testimony the judges consider the matters juridical and non-

juridical which are the basis of the law enforcement process, Based on the points 

that become the standard in the criminal law enforcement system that is, in 

essence, in the law enforcement system in imposing criminal sanctions, each law 

enforcement officer must have the courage to uphold justice, including dare to 

refuse interference the hands of any party and have the principle of openness in 

the process of resolving a case with objectivity to justice by not discriminating 

against one's position, race, religion or wealth and dare to uphold honesty and 

dare to say that the truth is h true and false is false. 

Keywords: Law Enforcement Analysis, Crime, False Testimony 
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ABSTRAK 

 

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA 

PEMBERIAN KETERANGAN PALSU ATAU KESAKSIAN 

PALSU DI BAWAH SUMPAH DALAM PERSIDANGAN 

(STUDI KASUS) 

 

Oleh 

 

Bagus Pasaku Dewo 

 

Penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan tata 

tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik sebagai upaya 

pencegahan maupun pemberantasan atau bahkan penindakan setelah terjadinya 

pelanggaran hukum dengan kata lain secara preventif maupun represif. Secara 

umum definisi saksi telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yang telah terakomodifikasi menjadi Undang-Undang No 8 

Tahun 1981 dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa saksi 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh 

saksi kemudian hakim dapat mengetahui apakah kesaksian dari saksi tersebut 

adalah benar atau bahkan saksi memberikan kesaksian palsu. Apabila saksi 

memberikan kesaksian palsu, maka dapat dikenakan hukuman sesuai pada pasal 

242 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang sumpah palsu dan 

keterangan palsu. 

 

Seperti pada kasus Aminuddin Bin Muhajir pada perkera nomor 

127/Pid.B/2016/PN Met. Majelis hakim pemeriksa perkaranya menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan 

pemaparan pada latar belakang di atas maka, dapat dibuat rumusan masalah, 

apakah faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan kesaksian palsu di 

persidangan, bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum pidana 

ditingkat pengadilan, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian normatif empiris 

mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam 

aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu 

masyarakat. Narasumber yang diperlukan dalam penelitian ini kepada penegak 

hukum yang terlibat langsung dalam penegakan hukum.yaitu berjumlah 2 (dua) 

orang antara lain Hakim Pada pengadilan Negeri Metro Kelas 1B dan jaksa 

penuntut umum pada kejaksaan Negeri Metro. 

 

Faktor yang melatarbelakangi seseorang memberikan kesaksian palsu Hasil 

wawancara bersama responden yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Metro Kelas 
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1B dalam wawancaranya Ibu Uni Latriani menyebutkan bahwa faktor yang 

melatarbelakangi terdakwa sehingga melakukan tindak pidana seperti yang telah 

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Faktor daya paksa, faktor 

penyebab seseorang memebrikan keterangan palsu biasanya seorang saksi 

mendapatkan tekanan atau ancaman dari pihak lain yang menginginkannya untuk 

menjadikan seseorang saksi yang seolah olah mengerti dan mengetahui tentang 

perkara apa yang sedang dihadapi oleh pihak lain dan biasanya hal seperti ini di 

lakukan untuk menguntungkan pihak lain tersebut, dan faktor kedekatan / 

hubungan (kohesivitas), Sedangkan Hasil wawancara bersama responden yaitu 

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dalam wawancaranya Ibu 

Dina Safitri menyebutkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terdakwa sehingga 

melakukan tindak pidana seperti yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut 

Umum adalah faktor daya paksa sabagai mana yang telah disebutkan dalam surat 

dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum. 

 

Data yang penulis dapat pada saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri 

Metro kelas 1B metro pada perkara nomor 127/Pid.B/2016/PN.Met terdakwa 

dikenakan pidana penjara 3 (tiga) bulan, Proses penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana pemberian kesaksian palsu dalam sistem penegakan hukum 

pidana ditingkat Pengadilan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 174 

KUHAP, prosedur penanganan sumpah palsu di depan pengadilan Proses 

penegakan hukum terhadap kesaksian pelaku tindak pidana pemberian keasaksian 

palsu majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yuridis dan non yuridis yang 

menjadi dasar dalam proses penegakan hukum, Berdasarkan point-point yang 

menjadi standar dalam sisitem penegakan hukum pidana yaitu pada intinya dalam 

sistem penegakan hukum dalam penjatuhan sanksi pidana tiap-tiap aparat penegak 

hukum harus berani menegakan keadilan termasuk berani harus menolak campur 

tangan dari pihak manapun dan memiliki asas keterbukaan dalam proses 

penyelesaian suatu perkara dengan keobjekfitasan keadilan dengan tidak 

membeda-bedakan kedudukan seseorang, ras, agama ataupun kekayaan serta 

berani untuk menegakan kejujuran dan berani mengatakan bahwa yang benar 

adalah benar dan yang salah adalah salah. 

 

 

Kata kunci : Analisis Penegakan Hukum, Tindak pidana, Kesaksian palsu 
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MOTTO 

“Ilmu adalah harta yang tak akan pernah habis,  maka bagikanlah ilmu yang kita  

miliki sampai ilmu tersebut berubah menjadi suatu amal  

Jariyah yang takakan pernah teerputus” 
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